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KATA

PENGANTAR

Salah satu syarat atau instrumen untuk
mewujudkan peradilan yang bersih
adalah adanya transparansi. Sebuah
ilustrasi yang tepat mengenai hal
tersebut disampaikan oleh mantan
Hakim Agung Amerika Serikat, Justice
Louise D Brandeis, “sunlight is said to
be the best of disinfectants”. Adagium
tersebut  bermakna  bahwa  sinar
matahari (baca: keterbukaan) menjadi
penangkal terbaik bagi virus perilaku
koruptif aparatur peradilan (judicial
corruption).

Mahkamah ~ Agung  memandang
transparansi sebagai aspek penting
bagi jalannya peradilan, sehingga
sejak tahun 2007 telah diproklamirkan
kebijakan keterbukaan informasi di
pengadilan melalui Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28
Agustus 2007. Sebagai tindak lanjut dan
mendukung keterbukaan informasi,
Mahkamah Agung telah meluncurkan
sistem Direktori Putusan pada tanggal
3 September 2007 pada acara Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung
dengan jajaran pengadilan se-Indonesia
di Makassar.

Periode 2007-2010, Direktori
Putusan hanya memuat putusan-
putusan Mahkamah Agung. Sedangkan
putusan-putusan badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung pada periode
tersebut dipublikasikan di masing-
masing website pengadilan. Kemudian
tahun 2011, Mahkamah Agung
melakukan pengembangan  sistem
Direktori Putusan dengan memberikan
akses kepada seluruh jajaran pengadilan
se-Indonesia dan  mewajibkan
mengunggah putusan-putusannya ke
Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Direktori Putusan akhirnya menjelma
menjadi Pusat Data Putusan Nasional
dan sampai akhir tahun 2019, Direktori
Putusan telah mempublikasikan lebih
dari 4 juta putusan dan terus mengalami
peningkatan jumlah dalam setiap
detiknya.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung
didukung oleh program USAID-
CEGAH telah
Direktori Putusan baik dari sisi
konten maupun teknologinya. Mulai
tahun 2019 konten Direktori Putusan
tidak hanya berisi putusan, namun
juga dilengkapi informasi lain yang
dibutuhkan hakim dalam mengadili

merevitalisasi
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perkara, yaitu: rumusan hukum pleno
kamar, rumusan hukum rakernas,
restatement, yurisprudensi dan data
peraturan perundang-undangan.
Dari aspek teknologi, salah satu fitur
yang dikembangkan adalah sistem
pencarian yang lebih memudahkan
pengguna menemukan informasi yang
dicari. Kami berharap revitalisasi ini
dapat menjadikan Direktori Putusan
sebagai rujukan utama dan menjadi
sumber hukum bagi para hakim
dalam menyusun putusan-putusannya
sechingga  mendorong  terwujudnya
kesatuan hukum dan  konsistensi
putusan para hakim.

Jakarta, Februari 2020

Panitera Mahkamah Agung

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum

Tampilnya Direktori Putusan dalam
wajah baru mendorong kami untuk
membuat  buku  panduan  untuk
mengaksesnya. Semoga kehadiran buku
ini dapat memudahkan Bapak/Ibu
dalam mencari informasi hukum yang
dibutuhkan dan ada pada Direktori
Putusan Mahkamah Agung.

Kami mengucapkan terima kasih
kepada USAID CEGAH, Tim Pusat
Data dan Informasi Kepaniteraan, Tim
Pengembangan Sistem Informasi MA,
TimPemeliharaan Sistem Informasi MA
serta semua pihak yang berkontribusi
dalam keseluruhan program revitalisasi
Direktori Putusan.
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01.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang
terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci darilahirnya akuntabilitas.
Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi,
yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu
hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan
itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan ‘Direktori Putusan’ elektronik ini adalah salah satu pelaksanaan
Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi
yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah. Keputusan KMA tersebut
antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan
secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud
adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan
masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan
disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan.
Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan
dimuat di situs MA melalui ‘Direktori Putusan’ ini.

1.2. Deskripsi Umum Direktori Putusan

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya
dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi.
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02.
MENU DAN CARA
PENGGUNAAN

2.1. Halaman Utama Website (Beranda)

Berikut adalah tampilan utama website Direktori Putusan yang akan dilihat
pertama kali oleh pengunjung saat mengakses website ini. Alamat website yaitu:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Bagian atas menampilkan daftar Fitur Direktori Putusan dan papan pencarian
putusan.

Bagian tengah menampilkan stastistik data Putusan
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Gambar 1. Halaman awal Direktori Putusan - Bagian Atas

Bagian tengah lainnya menampilkan konten Direktori Putusan

Gambar 2. Halaman awal Direktori Putusan - Bagian tengah
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Bagian bawah menampilkan footer

Gambar 3. Halaman awal Direktori Putusan — Bagian bawah

2.2. Fitur Direktori Putusan

Pada bagian atas halaman menampilkan Fitur Direktori Putusan

Gambar 4. Fitur Direktor: Putusan

Pengunjung dapat mengakses masing-masing fitur yang tersedia. Fitur Direktori
Putusan antara lain:

1. Beranda e. Yurisprudensi

2. Pencarian f. Kaidah

3. Direktori g. Restatement
a. Klasifikasi 4. Pengadilan

5. Peraturan

. Tahun Putus, Upload, Register
0. Tentang

b
c. Putusan
d. Rumusan Kamar
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2.3. Fitur Pencarian

Penelusuran informasi putusan dengan metode pencarian (searching) akan mencari
kata yang dipilih di katalog maupun dokumen putusan. Untuk mencari data putusan
yang dibutuhkan, pengguna dapat melakukan pencarian dengan mengakses Fitur
pencarian/menggunakan papan pencarian yang tersedia di halaman awal Direktori
Putusan.

a. Melalui papan pencarian yang tersedia di halaman awal

b. Melalui Fitur pencarian

Ganbar 5. Papan pencarian
Setelah anda memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, maka mesin
pencari Direktori Putusan akan mencari kata-kata tersebut di katalog maupun
dokumen putusan yang ada.

11
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Jika Anda memasukkan lebih dari satu kata, maka mesin pencari akan mencari
dan menampilkan katalog/dokumen yang memiliki semua kata-kata tersebut.

Sebagai contoh pengguna melakukan pencarian putusan dengan nomor 624K/
Pdt.Sus-PHI/2019 maka hasil pencariannya seperti gambar di bawah;

Gambar 6. Hasil Pencarian Putusan

Gambar 7. Hasil Pencarian Putusan
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Gambar 8. Hasil Pencarian Putusan

Hasil pencarian menampilkan daftar terkait kata yang dicari.
Sistem akan menampilkan pilihan sumber data yang Anda butuhkan, daftar sumber
data tersebut antara lain:

Putusan
Peraturan
Rumusan Kamar
Restatement
Yurisprudensi
Putusan Pilihan
Kaidah Hukum

SUNCANCLI-C OB

Ketika memilih salah satu check box dari sumber data, sistem hanya akan
menampilkan informasi tersebut, sebagai contoh Anda memilih sumber data dari
Putusan.

13



14

Buku Panduan Penggunaan Direktori Putusan versi 3

Urut Berdasarkan

« Pencarian Ditemukan 751652 data

vl A-Z2

Mungkin maksud Anda adalah: 624 6251 6200 6213 6221 pidsus pdtgs 6242
6244 62430 pdteks pdtygs  ptssu  plouc 6240 6248 6247 6249

Ponelusuran terkait - Phipdtsus  35pdtsusohi/2019payyk  31pdtsusphi2019payk 32 pdtsus
phi/2019pnvk.  Sipdtsusphi/2019pnyk  Ubpdtsusphl'2019pnyyk  38/pdtsus-phl/2019/pn. yyk.
S0pdtsus-phi2019pnyyk  37/pdtsus-phi/2019/pn yyie  39/pdtsus-phl/2019/pn. yyk.

624K/Pdt.Sus-PHIV2019

O Panduan
# Putusan G (:3

) Rumusan kamae () PH YOGYAKARTA » Perdats Khusus 3 PHI

& Peraturan @ © Regiater : 134002019 Putus : 15-04-201 9 Upkoad : 18052019
| Restatement @ Putusan PN YOGYAKARTA Nomor Yyk
. Condongeatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Skeman, Provins: Daerah Istimews Yogyakarta, Telp dan Fax: 0274 - 881694

Mobile - +6281378374363/ +6281287893232. Emal : Ibh.sikap@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Janwari selanjstrya dsabut sebagai Para Penggugat ;L 3w 3 n PT SAMKU GLOVE INDONESIA, barkeduduian di
Jalan Pleret. Damangan Gunungan, Kekirahan Jambidan/Pleret, Kec. Sangurtapan, Kb

& Putusan Piithan @
£ Kaldah Hukum 3

Gambar 9. Hasil Pencarian

maka sistem akan mengarahkan ke halaman yang hanya mengandung data
Putusan, seperti gambar di bawah:

Urut Berdasarkan

« Pencarian Ditemukan 751628 data

- v AZ v

Mungiin maksud Anda adalah: 624 6251 6200 6213 6221 pidsus  pdtgs 6242
6244 62430 pdteks pdtgs plssw  ptsuc 6240 6248 6247 6249

CARI Penelusuran terkait : Phipdtsus  35pdtsusphi/201 9pnyyk SLpdtsusphi2019pnyyk 32 potsus
phi/2019pnyyk.  Jfpdtsus-phl/2019pnyyk  Lpdtsus-phl2019/pnyyk  38ipdtsus-phl’2019/n yyk.
“0pdtsusphi/2019nyk  37/pdtsus-phi’2019pn pk.  39/pdtsusphi/2019/pn. yyk

624K/Pdt.Sus-PHI/2019

O Panduan
¥ Putusen GEED

2 Putusan Pilinan @
) Kaidah Huium €23

PN YOGYAKARTA » Perdata Khusus » PHI

© Register: 11.02-2019Putus : 15042019 Uplosd :
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor
Cendongeatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sieman, Proving Daersh ltimews Yogyakarta, Telp dan Fax - 0274 - $51694

18052019

Gambar 10. Menilih Sumber Data

Pada gambar di atas sistem menampilkan hasil pencarian dari sumber data putusan
dengan kata kunci 624K/Pdt.Sus-PHI/2019. Terdapat 751.628 Putusan, 9 Putusan
Pilihan dan 258 Kaidah Hukum. Anda dapat mengerucutkan kembali pencarian
kata tersebut berdasarkan informasi lain berdasarkan Amar, Tingkat Proses,
Tahun, Klasifikasi, atau Pengadilan. Semua informasi tersebut dapat dipilih
sesuai kebutuhan.
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Mobile  +6281378574363/ +4281287893232 Emal | Bhsiap@yahoo com, berdasarian Surat Kuass Khusus tanggal 29

~ Amar

© Bevss @D

U G D)

] 55061 |

& Membatatan G

& Memperbaiki €2
 Menguatian EID

& Tidak dapst diterima (5D
RRCE 15155 |

= Tolak perbaiken (D)
 Berielasatan Husoam Tetap|

sarwsari IR selanitmya dsebut sebagai Para Penggugat : L 3w a n PT.SAMKU GLOVE INDONESIA, berkedudukan &
Jalan Plaret, Demargan Gunungan, Kehurshan Jambidan/Pleret, Kec Banguntapan Kab

C Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp dan Fax
0274881494 Mobile - 4428137837434/ «4281287893232, Emadl - Ibh sikap@yahoo com, berdanarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari selanjutinya disebut sebags Para Perggugat: Law an PT.
SAMIU GLOVE INDONESIA, berkedudukan d Jatan Pleret, Dem: ngan, Keharah
Jambidan/Pleret, Kec Banguntapan, Kab.

- Achmad Deva Permana, SH, semuanys adalah Advokat dan Konsultan Mukum pada Kantor Mukum

ACACAZKAND & PARTN ACAZAL yang & Jalan No. 26, Toyasan, Condong Catur,
Siernan, Daerah Istisews Yogy sharts, ber dus arkan Sur st Khusita Kivsius tingeal 8 Maret (IR selanutmys
disebut sebaga Tergugat .

- CED D

~ Tingkat Proses

o Pertama (D)

O Kasasi (25D

& Banding EEED

O Peninjauan Kembali EE)

MAMKAMAM AGUNG » Perdata Khusus » Prel
© Putus: 15-08-2011~Upload : 21-10-2011
Deriorkustan Muosr Tetag
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K {Te1Ra0g/2011
PT. 20NA SANGAGITI GRAFIKA ADRI YANCE

.

Gambar 11. Hasil Pencarian berdasarkan Amar, Tingkat Proses

~ Tahun

Register Putus Upload

OvEED O onEER O 200EED

2015 €D - 2020 €D
0 2020€30 o201 GED
0 201620 0 2017 G
0 2017 2D C 2016 €D
o 201520 < 20156
D204 204D
L 201360 o 201330 RIS 1502 |

0 20120 U 20128 O 2013600
O 201@E O 200008 O 2010 @D

142 SR 2011

PN YOGYAXARTA » Perdata Khumus » PHI
© Register 1 13-05-2015-Putus 1 2908-2017~ 1 30-30-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 35 A
SRI RAMAYU, dick sebagai Para Penggugat lawan PT SINARMAS MULTFINANCE CAB. YOGYAXARTA sebaga Terpugat

»» R ED D

Ganmbar

12. Hasil Pencarian berdasarkan Tahun
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[ Narkotika dan Psikotropics G2

N 7477 ]
opHIED
L Pencurian (XD

[ Perbuatan Melawan Huloum E35)

L Percersion G20

) Perdats G

0 Perdata Agama EEEE)
L Pidans Kivsus 03
1 Pidana Umum 8

~ Pengadilan

[ MAHKAMAH AGUNG E25)
[ PABANYUWANG! €220

[ PACIBINONG D)

£ PAaINDRAMAYU E2D)

() PAJEMEER EEE)

() PAKAB MALANG (D)

[ PASUMBER GED

[ PASURABAYA 220

PN YOGYAKARTA » Perdata Khusus » Pre

© Ragister : 13-02-2019-Putes : 15-04-2017- : 15-05-201%
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor mﬁmvmw

Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sieman, Provins: Daerah istmews Yogyakarta, Telp dan Fax 10274 - 881454,
Mobile : 4620137037436 +6201207873232, Email : Ibhsikap@ryahoo com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
snevaae [ selanistrya Sisebrut sebags Pars Peaggugat | aw 3 n PT SAMKU GLOVE INDONESIA, berkadudisban i
Jalan Pleret. Demangan/'Gurungan. Kehurahan Jambrdan/Pleret. Kec Banguntapan Kab

Condongcatur. Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, Proviesi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp dan Fax
0274 - 881494 Mobile | 4628137837436 +4201287893232, Emadl | Ibh sikap@yahoo com, berdasarkan
Surat Kuasa Khvses tanggal 29 Jarari (SR selanputiya isebut sebaga Para Pergpagat . La wan PT.
SAMICU GLOVE INDONESIA, Jalan Pleret. gan Kedurab:
Jambidan/Pleret, Kec Banguntapan, Kab.

Achmad Deva Parmana, $H, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Mukum pada Kantor Mukums

AcADATKAND & ACAD & Jalan 26, Tyasan Condorg Catwr.
Sleman, Daerah Istimews Yogyakarta, Surat Ko w5 urw-’
selangutnya daekut sebagai Terqugat |

- I D~

PN YOGYAKARTA » Perdata Khasus » e

© Register: 18-03-2019-Putes : 17-07-201 7—Upload
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 32 [ZURST- L B L RPN Yyl

+62274 552004 berdasarian surat huasa khusus tertanggal 11 Februar: [BIERJ se'anvutnya dsebut sebaga: PARA
PENGGUGAT. lawan PT BINARE INDONESIA GROUP, kantor pusat beralamat di Ruko Mafibe Bick B22. 17C 05D Kompleks
I Pahlawan Seritu Serpong. Tangerang Selatan untuk selanutrys mehon disebut sebagsi TERGUGAT,

(2 PA Soreans (28

() PATIGARAKSA GED) 462274 332004 berdusarkan swrat kusa Whsus tertanggal 11 Fetrusri (R selanutrys Ssebut sebags
PARA PENGGUGAT; lawan PT BINARE INDONESIA GROUP, kantor pusat beralamat di Ruko Maliby Biok 822,
1TC 050 Kompleks A Pahlawan Seribu, Serpong. Tangerang Selatan, untuk selanptaya mohon dsebut sebaga:
TERGUGAT,

Gambar 13. Hasil Pencarian berdasarkan Klasifikasi & Pengadilan

Dengan pencarian seperti di atas sulit untuk mendapatkan Putusan yang dibutuhkan.
Maka berdasarkan masalah tersebut, pencarian saat ini dapat menggunakan pola.
Cara menggunakan pola sebagai berikut:

1) Pola Tanda petik “ » : Melakukan Pencarian dengan menggunakan tanda
petik di awal dan akhir kalimat. Mesin akan menampilkan Putusan yang dicari

sesuai dengan kalimat yang terdapat di tanda petik tersebut.

Misal melakukan pencarian nomor putusan “624K/Pdt.Sus-PHI/2019”
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Gambar 14. Hasil Pencarian Putusan dengan pola tanda petik

Hasil pencarian menggunakan pola tanda petik lebih cepat dan tepat.
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2) AND / OR : Melakukan pencarian dengan kalimat dan tambahan And / OR

Misal melakukan pencarian nomor putusan 624K/Pdt.Sus-PHI/2019 AND
PT CANANG INDAH VS TRIADI

Gambar 15. Hasil Pencarian Putusan dengan pola AND/OR

Hasil pencarian menggunakan pola AND/OR akan menampilkan data-data terkait
berdasarkan kata yang dicari.

Jika hasil masih tidak sesuai kebutuhan, Anda dapat memilih filter yang tersedia
dibagian kirim hasil pencarian. Filter yang tersedia merupakan konten yang terkait
dengan kata pencarian.
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2.4. Halaman Putusan

Untuk melihat data putusan, Anda dapat mencari berdasarkan Pengadilan, Klasifikasi,
Kata kunci (Pencarian), Tahun (Putus, Upload, Register) seperti gambar di bawah:

a. Berdasarkan Pengadilan

Gambar 16. Membuka Putusan berdasarkan Pengadilan

b. Berdasarkan Klasifikasi

Gambar 17. Membuka Putusan berdasarkan Klasifikasi

19
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c. Berdasarkan kata kunci (pencarian)

Gambar 18. Membuka Putusan berdasarkan Kata kunci (Pencarian)

d. Berdasarkan Tahun

Gambar 19. Membnka Putusan berdasarkan Tahun Upload 2020
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Untuk melihat detil Putusan, klik Nomor Putusan maka akan diarahkan ke halaman
detil Putusan.

Gambar 20. Detil Putusan

21
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2.5. Halaman Rumusan Kamar

Rumusan Kamar merupakan Fitur yang memuat isi hasil rapat pleno kamar. Rumusan
kamar dijadikan acuan Putusan atau Putusan dapat mengacu pada Rumusan Kamar
tersebut.

Langkah mengakses halaman Rumusan Kamar:

a. Pada Fitur Direktori pilih Rumusan Kamar
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c. Klik nomor Rumusan Kamar yang akan dilihat detilnya

Gambar 21. Cara akses Rumusan Kamar

b. Pilih daftar Rumusan Kamar

Rumusan kamar memiliki Klasifikasi, Anda dapat membuka Rumusan Kamar
berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan.

Gambar 23. Detil Rumusan Kamar

2.6. Halaman Kaidah Hukum

Pada Fitur Kaidah Hukum menyajikan ringkasan Kaidah Hukum yang akan dijadikan
pedoman Para Majelis Hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Langkah mengakses halaman Kaidah Hukum:

a. Pada Fitur Direktori pilih Kaidah Hukum

Gambar 22. Memilih Klasifikasi Rumusan Kamar

Gambar 24. Cara akses Kaidah Hukum
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b. Pilih daftar Kaidah Hukum

Gambar 25. Memilih daftar Kaidah Hukum

c. Klik nomor Putusan yang akan dilihat Kaidah Hukumnya

Gambar 26. Detil Kaidah Hukum

2.7. Halaman Yurisprudensi

Pada Fitur Yurisprudensi memuat putusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan
dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata,
Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi.
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Langkah mengakses halaman Yurisprudensi:

a. Pada Fitur Direktori pilih Yurisprudensi

Gambar 27. Cara akses halaman Yurisprudensi

b. Pilih daftar Yuridprudensi

Yurisprudensi memiliki Klasifikasi, Anda dapat membuka Yurisprudensi
berdasarkan klasifikasi yang dibutuhkan.

Gambar 28. Memilih daftar klasifikasi Yurisprudensi
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c. Membuka detil Yurisprudensi

Gambar 29. Detil Yurisprudensi
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2.8. Halaman Restatement

Pada Fitur Restatement menyajikan ringkasan dokumen yang telah dikaji oleh Para
Peneliti.

Langkah mengakses halaman Restatement:

a. Pada Fitur Direktori pilih Restatement

Gambar 30. Cara akses halaman Restatement

b. Pilih daftar Restatement

Resatement memiliki klasifikasi, Anda dapat memilih Resatatement berdasarkan
klasifikasinya.

Gambar 31. Daftar klasifikasi Restatement
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a. Pada deretan Menu pilih Peraturan
c. Melihat detil Restatement

Gambar 33. Cara akses halaman Peraturan

b. Pilih daftar Peraturan

Memilih jenis Peraturan, Anda dapat memilih Peraturan berdasarkan jenisnya. Jenis

28

Gambar 32. Detil Restaterment

2.9. Halaman Peraturan

Pada Fitur Peraturan menyajikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada fitur ini akan dikembangkan sejarah dari Peraturan. Fitur relasi antar peraturan

. . . . PERATURAN

perundang-undangan dengan tujuan untuk menunjukkan peraturan terkait dari yang

lama ke yang terbaru dan dapat membantu untuk mengetahui apakah peraturan yang

direferensikan adalah peraturan terbaru atau dicabut atau diubah oleh peraturan lain.

Fitur relasi masih dalam pengembangan_ ﬂ SEr HOME mGE SEMAED PERMAE Undang-Undang@E) Qanunf@)  Peraturan Pemerintah@E)  Peraturan Lain-lain@

Peraturan ® PERMA® 2016
. & PERATURAN MAHKAMAM AGUNG

Langkah mengakses halaman Peraturan: s o  PERATURANMAMKAMAN AGUNG Nomor 1 Tahn 2016 Tshn 2016
) ,‘mw:’#:m, Ms“mwilfm“ nangs Tentang : Tata Cara Persyelessian Perkars Ekcoomi Syarish
» Pordata Khusus™454 * PerdataZ547 » » »TUND »
- I - ORDANGINDANG T R

r > L ~UNDANG Nomor 19 Tahun 2000 T 2000

> Pordata Khwsus 7" Keamanan m‘nn::n Tentang : Perubshan Atas Undang-Undang Nomor lv::: 1997 Tertang Penaghan Pajak Dengan Sorat Paksa
» Pidana Khusus 18799 s TUNIHE
» Paten™

peraturan antara lain:

SEMA

Qanun

SN G o> O D =

PERMA
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah
Peraturan Lain-lain

Berands / Peraturan

PENGADILAN

» Pidana Umum®7%

Peraturan ® Undang-Undang » Muloum Materill » Perdata Agama » 1900
& KOMPILASI HUKUM ISLAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM Nomor - Tahun 1988

Tentang : Kompilasi Mukum Istam

Gantbar 34. Jenis Peraturan
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c. Melihat detil Peraturan

Beranda / Peraturan / Peraturan Lain-iain

PERATURAN LAIN-LAIN

Jenis  FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA o A\
Nomor  12L/DSN-MUINI2018 121/DSN-MUINI/2018.pdf
Kissifikasi  » Peraturan Lain-lain
Tshun 2018

Tentang  Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip
Syariah

Materi Muatan Pokok  Dewan Syarish Nasional MUI merass perlu menetapkan fatwa tentang Efek
Beragun Aset Surst Partisipasi (EBA'SP) dikarenskan perkembangsn
sekuritisasi aset syariah sebagai sarana pembisyssn melalui pasar modsl

i yan pelaku industri keuangan syariah pada

masa kini,

Gambar 35. Detil Peraturan
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